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ABSTRAK 

 

Elsa Marhaeni Damayanti, NIM: 02117008, Judul: Independensi Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua undang-

undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). merubah kelembagaan KPK 

dari yang mulanya lembaga independen kini menjadi lembaga eksekutif, akan 

tetapi kewenangan yang dimiliki KPK bersifat independensi. Perubahan 

lembaga KPK tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh kepada independensi 

kinerja KPK, karena ada faktor intervensi dari lembaga lainnya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Ratio Legis 

perubahan undang-undang Komisi KPK apakah sudah selaras dengan konsep 

lembaga eksekutif dan untuk mengetahui dan menganalisis perubahan undang-

undang KPK apakah menghambat pelaksanaan kewenangan KPK dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). Metode yang digunakan untuk 

melakukan penelitian ini adalah metode tipe penelitian normatif, dengan 

mengkaji kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan 

sumber referensi lain yang terkait dengan lembaga KPK sebagai lembaga 

eksekutif, dengan teknik pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan perbandingan (comporative approach) serta 

pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber yang digunakan pada 

penilitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 

menjelaskan bahwa adanya perubahan lembaga KPK yang kini masuk dalam 

kekuasaan eksekutif akan tetapi dalam menjalankan tugasnya bersifat 

independen tidak sesuai dengan konsep kekuasaan lembaga eksekutif dan 

lembaga independen.serta adanya perubahan status pegawai dan perubahan 

struktural KPK menjadi hambatan KPK dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 

 

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Lembaga Eksekutif, 

Lembaga Independen 
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ABSTRACT 

 

Elsa Marhaeni Damayanti, NIM: 02117008, Title: Independence of the Corruption 

Eradication Commission (KPK) in the Eradication of Corruption Crimes. 

 

Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to the Corruption 

Eradication Commission (KPK) law. change the institution of the KPK from what 

was originally an independent institution to an executive agency, but the authority 

possessed by the KPK is independent. Changes in the KPK institution will 

undeniably affect the independence of the KPK's performance, because there are 

intervention factors from other institutions. The purpose of this study is to find out 

and analyze the Legis Ratio of changes to the KPK Commission law whether it is 

in line with the concept of the executive agency and to find out and analyze 

whether changes to the KPK law hinder the implementation of the KPK's 

authority in eradicating corruption (Tipikor). The method used to conduct this 

research is a normatif research type method, by reviewing legal rules or norms in 

laws and regulations and other reference sources related to the KPK as an 

executive institution, with a statute approach, a comparison (comporative 

approach) and conceptual approach (conceptual approach). The sources used in 

this research are primary and secondary sources. From this research it can be 

concluded that Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to 

Law Number 30 of 2002 concerning the KPK explains that there is a change in the 

KPK institution which is now under executive power but in carrying out its duties 

is independent, it is not in accordance with the concept of power. executive 

institutions and independent institutions. as well as changes in employee status 

and structural changes to the KPK are obstacles for the KPK in eradicating 

corruption. 

 

Keywords: Corruption Eradication Commission (KPK), Executive Agency, 

Independent Institution  
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